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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA
SOP OPERASIONAL PERIZINAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DINAS

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Standar Operasional Prosedur tugas-tugas

pelayanan perizinan Dinas Penanaman
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batem.

Modal dan

D. Bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalem
huruf a perlu menetapkan keputusan Kepatz Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam tentang Standar Operasional Prosedur Dinas
dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

1. Undang-Undang Nomeor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam(Lembaran Megara
Republik Indeonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan

[embaran Negara Nomor (3202);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Sigk, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna , Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3968 ) ;

3.  Undang-undang Republik [ndonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47.Tambahan

Lembaran Negara 4286};

4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara

{Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 5

Tambahan Lembaran Negara 4355);



Menetapkan
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10.

11,

12,

Undang - undang Republik Indonesia Normor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Megara 4400);

Undang - undang Republik indonesia Nomeor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah {lembaran Negare

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambzhan
Lembaran Megara 4437);

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tzhun
2004 tentang Perimbangan Keuansan antara
Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daereh (Lembaran
Negara Republik Indonesiza Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara 4433);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ienteng
Kewenangan Pemerimteh dan Kewenzngan Propinsi
sebagai Daderah Ctonoim  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Momor 54. Tambzhan Lembearan
Negara 3952 );

Peraturan Pemerintaly Momor 24 Tzhun 2018 ientang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secers
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun
2018 Nomor 90);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Vagn
Reformasi Birokrasi Republik Indomesia MNomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunzn Standar
perasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Beorilz
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Homor 549

Peraturan Daerah ¥ota Batam Momor 05 Tehun 2003
tentang Pembentukan Susunan Orgzmisesi Dan iata
Kerja Lembaga Teknis Blaerah Kota Batam;

Peraturan Daerah Kota Batarn Nomor (¥ Talmm 2806
tentang Pokok-pokok Pengelolzan dan Pettanggung
Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Deerah Tahun
2006 Normor 07 Seri k)

MEMUTUSKAN

Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dines
Penanaman Modal dan Pelayanzn Terpzdu Satu Pintu
Kota Batam sebagaimana tercantum D2da lampiran
Keputusan Kepala Dinas Ini,



tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
" Prosedur Administrasi Pemerintahan.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu dituangkan dalam diagram alur
vang disahkan oleh Kepala Dinas Daerah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tangeal : 23 April 2019
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